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KEWAJIBAN PERPAJAKAN
ATASPENGGUNAAN DANA
HIBAH PENELITIAN



KEWAJBAN PAJAKATASDANA HIBAH PENELITIAN

e Secara umum, kewajiban perpajakan ada 3 (tiga), yaitu
memungut, menyetor dan melapor;

« Pajak dipungut dari penerima penghasilan, disetorkan ke bank
dengan menggunakan e-billing system dan dilaporkan melalui e-
filling DJP;

« Wajib Pungut, setor dan lapor adalah bendahara LPPM atau
bagian keuangan atau orang yang ditunjuk oleh Perguruan
Tinggi untuk mengelola dana penelitian.



PPH21

 UU No0.36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal
21,

PP No. 80 tahun 2010 tentang tarif pemotongan dan
pengenaan PPh Pasal 21 atas penghasilan yang menjadi
peban APBN atau APBD;

 PMK No. 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan
Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi Pejabat Negara, PNS,
Anggota TNI, Anggota POLRI, dan Pensiunannya atas
Penghasilan yang Menjadi Beban APBN atau APBD.




Objek dan Tarif Pajak

Jenis Pajak

Objek Pajak

Pembayaran atas honorarium, upah
atau imbalan lain yang sejenis.

Pembelian Barang yang nilainya >
Rp2.000.000 dan bukan merupakan

Jumlah Yang Dipecah-pecah

Penghasilan atas modal,
penyerahan jasa, hadiah dan
penghargaan

Pembelian barang atau jasa
yang nilainya > Rp1.000.000,00

Wajib Pajak

PNS Gol IV
PNS Gol Il
PNS Gol | dan
[l

Non PNS

Rekanan/Toko

Rekanan/Toko

Rekanan/Toko

Punya
NPWP

15%
5%
0%
5%

1,5%

10%

Non
NPWP




WAKTU PENYETORAN DAN PH APORAN

Jenis Pajak
PPh 21
PPh 22

PPh 23
PPh 4 (2)
PPN

Batas Waktu Penyetoran
Tanggal 10 Bulan Berikutnya

Pada Hari Terjadinya
Penyerahan Barang

Tanggal 10 Bulan Berikutnya

Tanggal 10 Bulan Berikutnya
Tanggal 7 Bulan Berikutnya

Batas Waktu Pelaporan
Tanggal 20 Bulan Berikutnya
Tanggal 14 Bulan Berikutnya

Tanggal 20 Bulan Berikutnya
Tanggal 20 Bulan Berikutnya

Tanggal 14 Bulan Berikutnya



KETENTUAN UMUM PPH21

« Tim Peneliti dengan Status Non PNS menggunakan perhitungan sebagai
berikut: 50% X

Penghasilan Bruto x Tarif Pasal 17;

Lapisan Penghasilan Tarif Pasal 17
s.d Rp. 50.000.000, - 5%
Di atas Rp50.000.000,00 — Rp250.000.000,00 15%

Di atas Rp250.000.000,00 — Rp500.000.000,00 25%

Di atas Rp500.000.000,00 30%




KETENTUANUMUM PPH?21

« Tim Peneliti dengan Status PNS menggunakan tarif dan ketentuan
sebagal

A | — | -1 | Y A - il o %

Golongan PNS Tarif

Golongan Il

Golongan Il

Golongan IV

« Dalam hal penerima honorarium tidak memiliki NPWP, maka akan
dikenakan
lebih tinggi 20% daripada tarif yang diterapkan;

« Batas waktu penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya, dan
pelaporan adalah tanggal 20 bulan berikutnya sejak tanggal terjadi
transaksi.



Pemotong PPh 21

Pemotongan PPh Pasal 21 dilakukan oleh pihak
pemberi penghasilan kepada WP orang pribadi
dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau
kegiatan yang dilakukan



CONTOHKASUSPPH21

Tim Penelitt PTS ABC terdiri 1 orang dosen PNS Gol IV/b, 1 orang dosen nan
PNS dan 1 orang mahasiswa, akan menerima honorarium peneliti masing-
masing sebesar Rp750.000,00 pada tanggal 20 September 2020, hanya
mahasiswa yang belum ber-NPWP, Berapa PPh 21 yang harus dipungut dan
kapan tanggal jatuh tempo kewajiban pajaknya?

1 orang dosen PNS (Gol IV): Rp750.000,00 x 15% = Rp112.500,00
1 orang dosen Non PNS: 50% x Rp750.000,00 x 5 % = Rp18.750,00
1 orang mahasiswa 50% x Rp750.000,00 x 6% x = Rp22.500,00

Maka, total pajak yang harus dipungut adalah Rp. 153.750, dan jatuh
tempo penyetoran adalah tanggal 10 Oktober 2020 dan pelaporan
adalah 20 Oktober 2020




PPH 22

 UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat
atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan

Pasal 22;

« PMK No: 154/PMK.03/2010 tentang Pemungutan PPh
22 Sehubungan Dengan Pembayaran Atas
Penyerahan Barang dan Kegiatan Di Bidang Impor
Atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.




Pemungut PPh 22

. Bendahara pemerintah, termasuk Pendahara pada P%merlnt?h Pusat,

emerintah Daerah, instansi taﬂ embag é)emerlnta , dan lembaga-
em aP ne%ara E rkenaan ngan embay%ran atas
ggn}/ ahan arar‘l?, termasu u?a dalam gen ertian -~ bendahara
sara#\g' pemegang Kas dan pejabat [ain yang menjalankan fungsi yang

: Eac:d(an-badaé1 tertentu,. baik baaan pemerintah maupun swastg,
enaan den |

e an_kegiatan di bidang impor. atau kegiatan usaha
|o[an ain geﬁertl lﬁ@ggl tan usaha 8rodupk5| baranggtertentu antara
ain otomotif dah semen; dan _

. Wajib arqaﬁlg badan tertentu ulntuk memungut pzﬂak dari pembeli ata
ge Huaa [ aran%lg/agg tergolon sangat ewa ._kPem %utan p%la
le Wa#b Pa dan™ terténtu Thi akan dikenakan terhada
embelia Para % an? memenuhi _krlter% tertentu .sebpagal baran
ang tergolon anga mev\{(a alk dilihat darl jenis Darangn
aupun %(g I’l]?/a, epertt kapal pesiar, rumah sa(?grat mew
a ea\ll(/aeﬁnen n kondomlnium sahgat mewah, serta kendaraan sangat



KETENTUAN UMUM PPH22

* Dikenakan atas pembelian barang dengan nilai transaksi diatas
Rp2.000.000, dan bukan merupakan jumlah yang dipecah-pecah;

« Transaksi yang telah menjadi objek pajak daerah seperti pembelian makan
dan minum
dirumah makan, dan hotel Tidak Dipungut Pph 22;

« Pembelian BBM, Listrik, Gas, Pelumas, Air PAM dan Benda Pos Tidak Dipungut
PPh 22:

« Perhitungan PPh 22 adalah sebagal berikut:
(Rekanan Ber NPWP ) 1.5 % x Harga Beli (Tdk

Termasuk PPN) (Rekanan Non-NPWP ) 3 % x Harga
Beli (Tdk Termasuk PPN)



CONTOHKASUSPPN DAN PPH 22

PTS XXX melakukan pembelian material penelitian di Toko A, dengan nilai transaksi
Rp5.000.000,00 (sebelum pajak), pada tanggal 20 Maret 2020. Berapa PPN yang
harus dipungut dan kapan tanggal jatuh tempo kewajiban pajaknya?

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10%Rp
PPh Pasal 22 1,5% X Rp 5.00(5).000‘500-OO

Maka, jumlah uang yang diserahkan ke Toko A tersebut adalah sebesar Rp.
5.000.000 — Rp75.000,00 = Rp4.92§%0,%);00

Jumlah kuitansi dan dimasukkan sgpagai pengeluaran adalah sebesar
Rp5.500.000,00

ddazdallaiybriempo penyetoran adalah tanggal 07 April dan jatuh tempo
peEporan



PPH 23

 UU No. 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat
atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
pasal 23;

« PMK No: 244/PJ.03/2008 tentang jenis jasa lain
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf
c angka 2 UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir
dengan UU No. 36 Tahun 2008.




KETENTUANUMUM PPH23

* Dikenakan sehubungan adanya penyerahan jasa kena pajak, seperti:
sewa

- kendaraan, sewa peralatan, service, jasa catering, dll;

* Dikecualikan bagi yang memiliki Surat Keterangan Bebas (untuk omzet
kurang dari 4,8M / Tahun)

* Tarif umum adalah 2% dari Dasar Pengenaan Pajak (sebelum PPN), dan
4% Jika tidak Ber NPWP;

 Jatuh tempo penyetoran adalah tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporan
tanggal 20 bulan berikutnya.



Pemotong PPh 23

Pemotong PPh Pasal 23 adalah : Badan
pemerintah, subjek pajak badan dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk
usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar
negeri lainnya.



JENIS JASAYANG DIKENAKAN PPH23

« Sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunan harta;
« Jasa teknik, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan;

« Jasa lain, antara lain: jasa apraisal, jasa akuntansi, jasa
perancang, jasa pengisian suara, jasa mixing film, jasa  sehub
software computer (perawatan, pemeliharaan), jasa instalasi mesin,
peralatan, listrik, jasa pemeliharaan mesin, jasa event organizer, jasa
pengepakan, jasa penyediaan tempat, jasa catering atau jasa boga



CONTOHKASUS

 Tim peneliti PTS XYZ menyewa mobil untuk menuju site penelitian, seharga
Rp1.100.000,00 penyedia kendaraan tidak ber-NPWP, pada tanggal 23 Januari 2018.
Berapa PPh 23 yang harus dipungut dan kapan jatuh tempo kewajiban pajaknya?

« Pertama, cari dasar pengenaan pajaknya (DPP) dengan mengeluarkan unsur PPN,
sebagai berikut:

 DPP: 100/110 x Rp1.100.000,00 = Rp1.000.000,00
« Maka PPN-nya adalah Rp1.100.000,00 x 10% = Rp100.000,00
 PPh 23 nya adalah 4 % x Rp1.000.000,00 = Rp40.000,00

« Disetorkan paling lambat tanggal 10 Februari 2018, dan dilaporkan paling lambat
tanggal 20 Februari 2018.



PPN

« UU Nomor 42 Tahun 2009  perubahan keempat atas
UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilal;

* PP 144 tahun 2000 tentang barang dan jasa yg
tidak kena PPN;

« Kepmenkeu 563/KMK.03/2003 tentang
Penunjukan Bendaharawan Pemerintah dan KPPN

untuk Memungut, Menyetor dan Melaporkan PPN
dan PPnBM.



Pemungut PPN

Pemungut PPN dalam pelaksanaannya

terbagl menjadi tiga yakni:

 Bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan
kas negara.

 Pemegang kuasa/izin atau kontraktor.

« Badan Usaha Milik Negara (BUMN).



KETENTUANUMUM PPN

PPN dikenakan atas penyerahan barang dan jasa kena pajak yang nilainya
lebih dari
Rp1.000.000,00;

« Tarif 10% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP);

« Yang tidak dipungut PPN, adalah transaksi yang tidak melebihi
Rp1.000.000,00 termasuk PPN, dan merupakan pembayaran yang tidak
dipecah-pecah, BBM dan NON-BBM yang penyerahannya dilakukan oleh
Pertamina, atas jasa angkutan udara yang diserahkan oleh perusahaan
penerbangan, atas penyerahan BKP/JKP yang menurut perundang-
undangan yang berlaku, mendapat fasilitas PPN tidak dipungut dan atau
dibebaskan dari pengenaan PPN dan makanan dan minuman yang disajikan
di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, termasuk makanan
dan minuman yang diserahkan oleh jasa boga atau catering (karena
merupakan objek pajak daerah, pajak restoran).



Pembayaran dan
Pelaporan Pajak
Melaui DJP ONLINE

YSTEM

@“Bl IgL ING

Pembayaran pajak melalui Teller Bank/Pos, ATM,
atau internet hanking dengan menggunakan
“Kode Billing”




BUKU PEMBANTU PAJAK

BUKU PEMB

Periode : Bulan Desember Tahun 202

Ketua Tim Peneliti

Judul Penelitian

PENERIMAAN/PEMOTONGAN PENGELUARAN /PENYETORAN
NOMOR ; (DEBET) (KREDIT)

01 Des 2020

02 Des 2020

Semarang, Desember 2020
Mengetahui Ketua Tim Peneliti
Kepala LPPM,




DJP Online 0, ABDUL KHARIS GHOZALI

.
One-Stop Tax Services

One-Stop Tax Sewlces . E-Filing ( E-Billing ( E-Tracking

# Layanan DJP Online

e-Billing e-Filing

o BN, 0730 filing

pembayaran pajak online pelaporan SPT anline

Sistem pembayaran elektronik. e-Filing adalah salah satu cara penyampaian SPT secara
Lebih mudah, lebih cepat, lebih akurat! elektronik.
Lebih mudah, lebih murah, lebih cepat!




BEAMATERA

 Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea
Materai;

 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000,
Tentang Perubahan Tarif Bea Materal



KETENTUANUMUM BEAMATERA

Materal Rp6.000,00

Surat perjanjian dan surat-surat lainnya (a.l. Surat Kuasa, Surat Hibah,
Surat Pernyataan) yang dibuat dengan tujuan untuk digunakan sebagal
alat pembuktian mengenal perbuatan, kenyataan/ keadaan yang bersifat
perdata,;

Akta-akta yang dibuat PPAT termasuk rangkap-rangkapnya,;

Akta notaris termasuk salinannya;

Surat yg memuat jumlah uang lebih dari Rp.1.000.000 (satu juta rupiah)
atau harga nominal yg dinyatakan dalam mata uang asing.

Materal Rp. 3.000 untuk Surat yang memuat jumlah uang dengan Harga
Nominal lebih dari Rp. 250.000,- tetapi tidak lebih dari Rp.1.000.000
Sampai dengan Rp. 250.000 tidak dikenakan Bea Materai



